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ABSTRAK
	Upah adalah suatu imbalan berupa uang yang diberikan dengan tujuan untuk membalas jasa/pekerjaan yang telah dilakukan seseorang. Mayoritas pendududuk Desa Latsari merupakan seorang petani, selain mengelola lahannya sendiri petani juga memperkerjakan orang lain untuk menggarap sawahnya, seperti, menyewa jasa buruh panen padi. Praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari menggunakan akad ija>rah al-‘amal (sewa jasa), di mana petani selaku penyewa jasa dan buruh panen padi selaku penyedia jasa. Sebagaimana telah diketahui dalam penelitian bahwa mayoritas masyarakat Desa Latsari menggunakan sistem perhitungan sesuai dengan kebiasaan masyarakat (tradisi) yakni menerapkan perhitungan sampel dalam penimbangan hasil panen, di mana perhitungan dengan cara ini menyebabkan ketidakadilan terhadap upah yang akan diberikan.
	Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini meliputi, bagaimana praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari, serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengupahan buruh panen padi dengan menerapkan sistem perhitungan skala hasil. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif melalui tinjauan fiqh muamalah.
	Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari tidak sah yakni tidak sesuai dengan syarat upah dalam akad ijarah, serta terdapat ketidakjelasan (gharar) mengenai sistem penimbangan hasil panen. Sehingga menyebabkan ketidakadilan terhadap upah yang akan diberikan.

Kata kunci: Sistem pengupahan, timbangan, ijarah.


ABSTRACT

         Wages are a reward in the form of money given for the purpose of repaying the services or work someone has done. The majority of the population of Latsari Village is a farmer, besides managing his own land the farmer also employs other people to work on his fields, for example, hire the services of rice harvest workers. The wage-earning practices of rice harvest workers in Latsari Village use the contract of ija>rah al-‘amal (rent service), where farmers as service tenants and rice harvest workers as service providers. As is well known in the study that the majority of the people of Latsari Village use a calculation system in accordance withthe habits of the community (tradition) ie applying sample calculations in weighing yields , where calculations in this way cause injustice to the wages to be given .
The problems examined in this thesis include, how the wage of rice harvest workers in Latsari Village, as well as how to review fiqh muamalah  on the wage of rice harvest workers by applying a percentage system of crop yields. To analyze these problems, the writer uses a qualitative method using a normative approach through fiqh review muamalah.
From the results of the study, the authors conclude that the wage harvesting practices of rice harvesters in Latsari Village are not legal, that is, they are not in accordance with the wage requirements in the ijarah agreement, and there is a lack of clarity ( gharar ) regarding the yield weighing system. Thus causing injustice to the wages to be given.
 
Keywords: Wage system, scales, ijarah.
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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Islam merupakan agama yang komprehensif, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dalam hal ibadah, akhlak, maupun muamalah.[footnoteRef:2] Dalam menjalankan hidupnya manusia tidak lepas hubungannya dari individu lain, baik dalam kepentingan duniawi maupun kepentingan ukhrawi. Allah SWT menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam memenuhi kepentingan hidupnya, baik dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, bercocok tanam, atau melakukan bisnis lain.[footnoteRef:3] [2:  Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2016), 5.]  [3:  Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, cet. ke-71 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 278.] 

Sebagai mahluk sosial, manusia harus menaati aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Karena dalam melakukan segala sesuatu akan diminta pertanggungjawaban. Sebagai mahluk sosial, manusia memiliki hubungan hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan individu lain. Manusia harus memperhatikan hal-hal yang menjadi kewajibannya, tidak hanya menuntut apa yang menjadi haknya. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dalam sebuah ilmu hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan kepentingan dalam bermasyarakat. Ilmu yang mengatur hubungan antar manusia dalam bermasyarakat disebut ilmu Fiqh Muamalah.
Fiqh Muamalah adalah ketentuan-ketentuan Allah (hukum), yang ditujukan untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam urusan duniawi dan hidup bermasyarakat.[footnoteRef:4] Salah satu bentuk ajaran agama Islam dalam hidup bermasyarakat yakni ta’awun (tolong-menolong).[footnoteRef:5] Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:[footnoteRef:6] [4:  Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, Cet.ke-10 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.]  [5:  Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam Al-Kamil, cet. ke-14 (Cipinang Muara: Darus Sunnah Press, 2012), 364.]  [6:   Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Pustaka Agung Harapan, 2016), 106.] 

وَتَعَا وَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَىۖ وَلَا تَعَا وَنُواعَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوااللهَۗ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ العِقَابِ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakqalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

 Dalam Muamalah, ta’awun (tolong-menolong) dapat mencakup beberapa aspek, seperti akad qard{ (hutang-piutang) dan ‘a<riyah (pinjam-meminjam), selain itu tolong-menolong dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama antara individu satu dengan individu lain, contohnya kerja sama sewa jasa (ija>rah al-‘amal/jasa).
Ijarah berasal dari bahasa arab yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Ijarah dapat berupa sewa atas manfaat barang, sewa jasa, dan sebagainya.[footnoteRef:7] Sewa jasa terjadi ketika antar individu melakukan kegiatan kerja sama, di mana terdapat pihak yang menjadi pekerja atau disebut buruh, dan terdapat pihak yang memberikan suatu pekerjaan yang disebut majikan. Mereka akan mendapatkan keuntungan dari melakukan akad tersebut, yakni pihak buruh mendapatkan ujrah (upah/imbalan) dari pekerjaan yang telah dikerjakan. Pihak majikan mendapatkan manfaat dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. Tujuan disyariatkan akad Ijarah adalah untuk meringankan masyarakat dalam menjalani hidup. [7:  Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, cet. ke-1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 80.] 

Bedasarkan pengamatan langsung, mayoritas penduduk Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang adalah seorang petani dan buruh tani, karena minimnya pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki warga setempat yang memaksa mereka untuk bekerja sebagai buruh tani. Sebagian besar warga Desa Latsri mempunyai lahan sawah yang luas. Mereka tidak hanya bekerja menggarap sawahnya sendiri, akan tetapi mereka juga bekerja sebagai penggarap sawah orang lain, dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan hidup.
Karena tuntutan kebutuhan hidup yang sangat banyak ditambah dengan kurangnya keahlian di bidang lain, membuat masyarakat Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang hanya bekerja sebagai petani dan buruh tani.
Pada waktu panen padi tiba, biasanya petani menyewa jasa para buruh untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu memanen padi, mulai dari proses membabat, proses memisahkan batang padi dengan biji yang menggunakan mesin yang biasa disebut (perontok), kemudian dimasukkan kedalam karung, hingga proses penimbangan hasil panen. Sistem kerja yang sering dipakai Desa Latsari dalam memanen padi adalah sistem “borongan”, yang dimaksud borongan adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa orang atau kelompok orang dengan tujuan untuk mempercepat penyelesian pekerjaan.
Besarnya upah buruh panen padi tidak bergantung pada luasnya lahan sawah yang dimiliki petani, akan tetapi bergantung pada banyaknya hasil panen yang diperoleh, hal ini telah menjadi kebiasaan warga setempat dalam kegiatan pemanenan padi. Hasil panen harus ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berapa jumlah upah yang diberikan kepada buruh. Setiap 1 kg padi dihargai Rp. 5.50, misalnya petani memperoleh panen 1 ton, berarti perhitungannya 1 kg (5.50) x 1 ton (1000) = 550.000, jadi upah yang akan didapat si buruh sebesar Rp. 550.000, yang kemudian akan dibagi kepada beberapa buruh, jika buruh panen padi sebanyak 10 orang, maka Rp. 550.000 : 10 = 55.000, jadi masing-masing buruh mendapatkan upah sebesar Rp. 55.000 rupiah.
Sebelum melakukan kegiatan pemanenan padi, petani Desa Latsari melakukan akad terlebih dahulu dengan buruh. Adapun pengertian akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, dan menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang menerangkan keinginan, walaupun sendirian.[footnoteRef:8]mereka menggunakan akad sewa jasa (ija>rah al-‘amal). Petani mendatangi rumah salah satu buruh untuk melakukan akad itu, kemudian si buruh mengajak teman kelompoknya untuk melakukan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Sistem pengupahan buruh panen padi, ditentukan setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya. Biasanya, sebelum hasil panen ditimbang, salah satu pihak menanyakan “piye iki nimbange digawe telu-telu koyok biasane tah?” (bagaimana ini sistem penimbangannya, apa tiga-tiga seperti biasanya?), kemudian pihak lain menjawab “sembarang, sak penak e wae”, (terserah saja, enaknya gimana). [8:  Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, Cet.ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), 15.] 

Upah buruh panen padi di Desa Latsari dalam bentuk uang. Pemberian upah dilakukan secara langsung setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya. Masyarakat Latsari memberlakukan perhitungan sampel dalam penimbangan gabah. Cara perhitungan seperti itu sering digunakan oleh masyarakat setempat. Misalnya, petani mendapatkan 100 karung gabah, maka karung yang ditimbang hanya berjumlah 3, kemudian dari hasil penjumlahan ketiga karung tersebut di ambil rata-rata dan hasilnya diberlakukan untuk keseluruhan karung. Jika hasil rata-rata dari 3 karung adalah 58 kg, maka sisa karung yang tidak ditimbang dinggap bobotnya sama yaitu 58 kg. Inilah yang dimaksud dengan perhitungan menggunakan sistem pengambilan sampel. Perhitungan tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah upah yang akan diterima oleh buruh.
Para pihak yang berakad melakukan sistem timbangan seperti itu dengan alasan, pertama karung yang dipakai ukurannya sama, alasan kedua untuk mempercepat waktu, karena lahan sawah yang dipanen sangat luas dan hasilnya sangat banyak, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Meski karung yang dipakai berukuran sama, namun tidak menutup kemungkinan isi padi dalam masing-masing karung tersebut sama, hal ini dibuktikan dengan hasil timbangan 3 karung yang diambil dari 100 karung, yang masing-masing dari ketiga karung tersebut bobotnya berbeda. Perhitungan gabah seperti ini menjadikan ketidakjelasan (gharar) dan ketidak adilan dalam pemberian upah, yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, yakni pihak petani atau buruh. Dalam surah Ar-Rahman ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:[footnoteRef:9] [9:  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahny..., 531.] 

وَأَقِيْمُوا الوَزْنَ بِا لْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا المِيْزَانَ 
		“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Kata المِيْزَانَ artinya alat penimbang, kata ini bisa diartikan sebuah keadilan, baik dalam arti keseimbangan maupun menempatkan sesuatu pada tempatnya.[footnoteRef:10] Surat Ar-Rahman di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan umat manusia untuk adil dalam timbangan. Melihat sistem pengupahan yang berlaku di Desa Latsari dengan memberlakukan perhitungan sampel,  membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal itu, dengan menganalisisnya bedasarkan tinjauan Fqih Muamalah yang dijelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fqih Muamalah terhadap Pengupahan Buruh Panen Padi dengan Sistem Perhitungan Skala Hasil (Studi Kasus di Desa Latsari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang)”. [10:  M. Quraish Syihab, Tafsir Al-Misbah, cet. ke-5, Vol. 13 (Cipukat: Lentara Hati, 2012), 283.] 

Rumusan Masalah
Bagaimana praktek pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari, Mojowarno, Jombang?
Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengupahan buruh panen padi dengan sistem perhitungan skala hasil?
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari, Mojowarno, Jombang.
Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengupahan buruh panen padi dengan sistem perhitungan skala hasil.
Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis
Sebagai media dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang ada didalam masyarakat.
Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai praktik fiqh muamalah dalam kehidupan sehari-hari.
Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.
Manfaat Praktis
Dapat memberikan kontribusi yang baik dan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan terhadap masyarakat Desa Latsari, Mojowarno, Jombang dalam melakukan transaksi ijarah jasa yang baik dan benar sesuai dengan hukum Islam.
Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang telah meneliti tentang pengupahan buruh panen padi. Penulis melakukan pengamatan dengan menelusuri penelitian terdahulu. Dari pengamatan tersebut penulis menemukan beberapa jenis penelitian tentang pengupahan buruh panen padi. Judul penelitian tersebut antara lain:
Skripsi Lahuda, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul ”Tinjauan Fiqh Muamalah mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi” (Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin). Dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan pengupahan buruh panen padi yang terjadi di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduknya. Upah yang diberikan oleh petani kepada buruh dengan pembagian 8:1, untuk buruh 1 dan petani 8. Namun dalam keadaan padi yang akan dipanen ambruk maka pengupahan diberikan dalam bentuk uang berdasarkan kesepakatan. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengupahan dengan sistem tersebut diperbolehkan karena telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam bermuamalah, serta upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan yaitu 8:1 atas dasar kerelaan dan kepercayaan.[footnoteRef:11] [11:  Lahuda, Tinjauan Fiqh Muamalah mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi (Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin), 2017.] 

Skripsi Anton Satria, Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul ”Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Prespektif Hukum Islam”. (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan-Sumatera Selatan). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Pagar dilakukan sesuai adat kebiasaan di daerah tersebut yakni 9:1 (Siwa Luar Sai), 8 kaleng milik petani dan 1 kaleng milik buruh. Apabila makanan, minuman dan rokok dibawa sendiri oleh pekerja maka akan mendapat tambahan 1 kaleng gabah sebagai pengganti makan. Bedasarkan penelitian 1 kaleng/10 kg gabah basah itu setara dengan 6 kg beras, dan jika diuangkan Rp. 27.000. Buruh tani merasa upah yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan jerih payah buruh dalam bekerja. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pengupahan yang seperti ini sah menurut hukum Islam karena telah sesuai dengan kaidah fiqh yaitu Al-‘a<dah Al-Muh{akkamah dan tidak bertentangan dengan nash, sebab dalam sistem pengupahan ini terdapat unsur tolong menolong.[footnoteRef:12] [12:  Anton Satria, Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan-Sumatera Selatan), 2009.] 

Skripsi H. Ahmad Nur Shodik, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari, Kota Banjar, Jawa Barat”. Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka bisa disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh tani di Desa Rejasari menggunakan sistem penangguhan dalam pembayaran. Buruh tani mendapatkan upahnya pada masa panen tiba. Pengupahan yang seperti ini menjadi adat kebiasaan di Desa tersebut.Besar kecilnya upah ditentukan bedasarkan waktu kerja yang dilakukan oleh buruh, seperti setengah hari, 1 hari dan seterusnya. Bentuk upah yang diberikan kepada buruh berbentuk gabah dari hasil panen tersebut.Upah selama setengah hari akan mendapatkan 10 piring gabah atau setara dengan 5 kg, yang kemudian akan disesuaikan dengan jumlah waktu kerjanya. Jika hasil panen kurang memuaskan, maka upah buruh disesuaikan dengan keadaan tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya sistem pengupahan dengan penangguhan tersebut diperbolehkan karena syarat sah akad telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan norma dalam hukum Islam.[footnoteRef:13] [13:  Ahmad Nur Shodik, Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari, Kota Banjar, Jawa Barat, 2008, 75.] 
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BAB II
LANDASAN TEORI
Ijarah
Pengertian Ijarah
Pengertian ijarah secara etimnologi adalah بَبْعُ الْمَنْفَعَةِ yang artinya adalah menjual manfaat. Ada yang mengatakan ijarah sebagai transaksi jual beli jasa/pekerjaan atau transaksi upah-mengupah atas suatu pekerjaan manusia.[footnoteRef:14] [14:  Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah..., 121.] 

Ijarah adalah akad (transaksi perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat penggantian atau balas jasa. Baik berupa uang maupun barang yang telah ditentukan. Jadi dalam akad ijarah terdapat dua pihak, yakni pihak penyedia jasa dan pihak pemberi imbalan/upah.[footnoteRef:15] [15: Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, Cet.ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 142.] 

Al-Fikri mengartikan Ijarah adalah sewa-menyewa atu jual beli manfaat. Sedangkan Sayid sabiq mengatakan Ijarah berasal dari kata “Al-‘Ajr” yang artinya imbalan. Terdapat perbedaan pendapat terkait istilah dari Ijarah, yaitu:[footnoteRef:16] [16: Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, Cet. ke-4 (Jakarta: Amzah, 2017), 315-317.] 

Menurut Hanafiyah, Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
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Menurut Syafi’iah, Ijarah adalah akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dengan imbalan tertentu. 
Menurut Malikiyah, Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat barang yang mubah untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
Menurut Hanabilah, Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan adanya lafal Ijarah, Kara’ dan semacamnya.
Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa atas suatu barang atau perjanjian upah-mengupah atas suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang, dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.[footnoteRef:17] [17: Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah..., 245.] 

Menurut hukum Islam ijarah diartikan sebagai akad untuk mengambil suatu manfaat dengan jalan penggantian.[footnoteRef:18] Ijarah dalam bentuk sewa manfaat barang maupun dalam bentuk pengupahan atas jasa seseorang merupakan kegiatan muamalah yang disyariatkan dalam hukum Islam. Menurut Jumhur Ulama hukum asal dari akad ijarah adalah mubah atau boleh jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syara’ yakni al-qur’an, hadis Nabi dan ijma<’. [18: Suhrawi dkk, Hukum Ekonomi Islam, Cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 166-156.] 

Perlu diketahui tujuan disyariatkan akad ijarah adalah untuk mempermudah umat dalam menjalankan kehidupan. Banyak manusia yang mempunyai uang, akan tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai keahlian dan tenaga untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan uang. Dengan melakukan akad ijarah keduanya saling mendapat keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.[footnoteRef:19] [19: Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufran Ihsan, Fiqih Muamalat, Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), 277-278.] 

Dasar Hukum Ijarah
Adapun dasar hukum ijarah terdapat dalam Al-qur’an, As-sunnah dan Al-ijma<’.[footnoteRef:20] [20: Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Cet. ke-11 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 116.] 

Dasar hukum ijarah yang terdapat dalam Al-quran adalah sebagai berikut:[footnoteRef:21] [21:  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 558.] 

فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوْ هُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ 
Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu , maka berikanlah imbalannya kepada mereka (Al-Thalaq: 6).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاءَبَتِ إسْتَأْجِرْهُۖ إِنَّ خَيْرَمَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِيْنُ
Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: ”wahai ayahku!, jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya (Al-Qashash: 26).[footnoteRef:22] [22:  Ibid., 282.] 


Dasar Hukum ijarah yang terdapat dalam as-sunnah adalah sebagai berikut:
أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).[footnoteRef:23] [23:  Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Maktabah Syamilah), Juz 3, 511.] 


Hadis Riwayat ‘Abd. Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:[footnoteRef:24] [24: Syibat, Musnaf Bin Abi Syibat (Maktabah Syamilah), Juz 4, 366.] 

مَنِ اسْتَأْ جَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ
“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.

Dari Ibn ‘Umar, beliau berkata:[footnoteRef:25] [25: Muslim, Shahih Muslim (Maktabah Syamilah), Juz 3, 1186.] 

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْزَرْعٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيٍهِ)
 “Dari Ibn ‘Umar, beliau berkata: Rasulullah SAW pernah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman”.

Ijma<’ ulama’ tentang kebolehan melakukan akad ijarah:[footnoteRef:26] [26: Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah...,  250.] 

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلَاتِ الإِبَا حَةُ إَلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِمِهَا  
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalat adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Suatu ketika Rasulullah bersabda:[footnoteRef:27] [27: 26 Bukhari, Shahih Imam Bukhari (Maktabah Syamilah), Juz 2, 95.] 

 أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ : مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ 
“Menunda penunaian kewajiban )bagi yang mampu) termasuk kezholiman”.(HR. Bukhari dan Muslim).
Rasulullah SAW Bersabda:[footnoteRef:28] [28:  Bukhari, Shahih Imam Bukhari (Maktabah Syamilah), Juz 2, 130.] 

لَيُّى الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُو بَتَهُ

“Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatan dan pantas mendapatkan hukuman”.

Rukun dan Syarat Ijarah
Rukun ijarah menurut Hanafiyah hanya satu yaitu ijab dan qabu<l, yaitu pernyataan antara kedua belah pihak, dari pihak yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal   إِكْتِرَاءٌ iktira<’, إِكْرَاءٌ ikra<’, إِجَارَه ijarah, اِسْتِئْجَارَ isti’ja<r.[footnoteRef:29] [29: Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat..., 320-321.] 

Sedangkan menurut jumhur ulama’ rukun ijarah ada 4 yakni:[footnoteRef:30] [30: Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 117-118.] 

Aqi<d, para pihak yaitu mu’jir (orang yang menyewakan dan memberikan upah), musta’jir (orang yang menyewa dan menerima upah untuk melakukan sesuatu).
S{igha<t, yaitu ijab dan qabu<l
Ujrah, uang sewa atau upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
Manfaat, baik manfaat barang yang disewakan atau jasa dari orang yang bekerja.
Menurut Mayoritas Ulama, rukun ijarah ada 4 yaitu, dua pelaku akad (penyewa dan pemilik sewa), S{igha<t (ijab dan qabu<l), upah, dan manfaat barang yang disewakan.[footnoteRef:31] Sebagai bentuk transaksi, ijarah dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, di samping rukun ijarah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, adapun syarat tersebut adalah:[footnoteRef:32] [31:  Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet.ke-3 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 387.]  [32: Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah..., 81-82.] 

Kedua belah pihak (penyewa jasa dan penyedia jasa) harus menyatakan  kerelaannya, bila salah satu pihak melakukan transaksi dengan cara terpaksa, maka akad tersebut tidak sah. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa’ ayat 29:[footnoteRef:33] [33:  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 77.] 

يَٰأَۤيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْلَاتَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَٰطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَٰرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۚ
“Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.

Menurut ulama’ syafi’iyah dan Habilah, Para pihak yang melakukan transaksi haruslah orang yang berakal dan ba<ligh. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum ba<ligh dan tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila tidak sah melakukan akad ijarah. Sedangkan menurut ulama’ Malikiyah dan Hanafiyah, para pihak yang melakukan akad tidak harus berusia ba<ligh, namun mumayiz (bisa membedakan baik buruk) boleh melakukan transaksi ijarah asal dengan persetujuan walinya.
Upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bermanfaat.
Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak menimbulkan perselisihan para pihak. Apabila manfaat dari objek ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. 
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian ketujuh pasal 318, menjelskan tentang jenis ma’jur (obyek dari ijarah), yakni:[footnoteRef:34] [34: PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Cet. ke-1 (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2009), 92.] 

Ma’jur harus benda halal dan mubah
Ma’jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah.
Setiap yang dapat dijadikan objek bai’ dapat dijadikan Ma’jur.
Macam-macam Ijarah
Menurut Ulama fiqh akad ijarah dapat dibagi menjadi dua, jika dilihat dari segi objeknya, yaitu:[footnoteRef:35] [35: Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah..., 84.] 

Ijarah yang bersifat manfaat, pada akad ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya menyewakan tanah pertanian, kendaraan, pakaian, rumah, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan, dan sebagainya.
Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada akad ini seseorang mempekerjakan orang untuk melakukan suatu pekerjaan, hukumnya boleh selagi pekerjaan yang diberikan jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang dan kuli bangunan, tukang jahit dan lain sebagainya. ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat kerja sama. Contoh yang bersifat pribadi, menggaji guru mengaji Al-qur’an, pembantu rumah tangga. Kemudian ijarah yang bersifat kerja sama merupakan kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, tukang jahit. Dalam hal menyewa jasa pekerja harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[footnoteRef:36] [36:  Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam..., 393.] 

Penjelasan Objek Kerja
Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Di mana ketidakjelasan objek kerja akan menyebabkan perselisihan dan rusaknya akad. Jika ada orang menyewa jasa seseorang tetapi tidak menyebutkan objek kerjanya, seperti mencakul, menggembala, menjahit baju, maka akad itu tidak sah.
Penjelasan mengenai objek kerja sangat diperlukan bagi para pekerja, dengan menjunjukkan dan menentukannya, atau dapat pula dengan penjelasan mengenai jenis, tipe, ukuran dan sifatnya. Contoh seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur, maka penyewa jasa tersebut harus menjelaskan mengenai tempat penggalian sumur, kedalaman, dan lebar sumur tersebut, karena penggalian sumur berbeda-beda sesuai dengan kondisi-kondisi itu.
Penentuan Waktu dan Objek Kerja Sekaligus.
Jika dalam penyewaan manfaat barang diharuskan ada ketetapan waktu, seperti dalam penyewaan rumah dan sebagainya, maka diharuskan pula adanya penentuan objek kerja dalam penyewaan atas pekerjaan (sewa jasa), seperti menjahit dan sebagainya. jika terjadi penggabungan antara persyaratan waktu dan objek kerja, apakah diperbolehkan?
Menurut Ulama’ Hanafiyah, penentuan jenis kerja terhadap penyewaan atas manfaat barang tidak disyaratkan. Sehingga apabila seseorang menyewa toko dan tidak menyebutkan pekerjaan yang ia lakukan didalamnya, maka hukumnya boleh. Orang itu boleh menempatinya bersama orang lain, mengizinkan orang lain tinggal disitu dengan akad sewa atau pinjaman. Hanya saja ia tidak boleh menggunakannya untuk hal yang merusak, contohnya memberi izin tukang besi tukang pemutih pakaian dan tukang giling. Hal itu karena akad yang mutlak (tanpa penjelasan yang rinci) dibatasi dengan hal-hal yang berlaku untuk umum dalam masyarakat.
Adapun dalam penyewan tenaga kerja harus disyaratkan penjelasan masa sewa dalam penyewaan penggembala kolektif. Karena tanpa penjelasan mengenai waktu, maka objek kerja menjadi tidak jelas. Sedangkan dalam penyewaan penjahit dan tukang pemutih pakaian kolektif tidak disyaratkan penjelasan waktu, karena objek kerjanya telah jelas tanpa penentuan waktu tersebut.	
Hukum Ijarah atas Pekerjaan (Upah-mengupah)
Ijarah atas suatu pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad untuk melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya menjahit, membangun rumah, mengangkut barang di tempat tertentu dan sebagainya. orang yang melakukan pekerjaan disebut aji<r atau tenaga kerja. Aji<r atau tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua yaitu:[footnoteRef:37] [37: Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat..., 333-334.] 

Aji<r khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini pekerja tidak boleh bekerja di tempat lain selain orang yang memperkerjakannya. Misalnya orang yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga di orang tertentu.
Aji<r Mushtara<k, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris, pengacara. Hukum Aji<r Mushtara<k adalah boleh untuk bekerja lebih dari satu orang, dan orang yang memberinya pekerjaan tidak boleh melarangnya untuk bekerja kepada orang lain. Aji<r Mushtara<k tidak berhak atas upah kecuali dengan berkerja.
Berakhirnya Akad Ijarah
Akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal berikut ini:[footnoteRef:38] [38: Ibid., 338.] 

Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, hal ini dikemukakan oleh ulama’ Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur ulama’ kematian salah satu pihak tidak menimbulkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah. Karena akad ijarah adalah akad yang lazim seperti halnya akad jual beli, seorang musta’jir memiliki manfaat barang yang disewa dan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga tidak bisa berpindah kepada ahli waris.
Iqa<lah, yakni pembatalan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan akad ijarah merupakan akad mu’a<wadhah (tukar-menukar) harta dengan harta, sehingga memungkinkan terjadinya Iqa<lah, sama halnya dengan jual beli.
Rusaknya barang yang menjadi objek akad ijarah, sehingga tidak memungkinkan akad untuk dilanjutkan.
Telah selesai masa sewa kecuali ada uzur, misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi pada saat masa sewa habis tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini akad ijarah dianggap belum selesai.
Batalnya akad ijarah akibat kerusakan objek di tengah masa kontrak ini, hanya berlaku pada kontrak yang belum berjalan, sedangkan masa kontrak yang telah berjalan tidak batal apabila, mempunyai nilai ekonomis, sehingga mu’jir tetap berhak mendapatkan prosentase dari ujrah kesepakatan untuk masa kontrak yang tidak batal tersebut.[footnoteRef:39] [39: Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, Cet. ke-2 (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 293.] 

Upah (ujrah/imbalan)
Prisip Dasar Pengupahan 
Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah jaza<’ (balasan atau pahala), dijelaskan dalam firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 97. Dalam kata “وَلَنَجْزِيَنَّهُم”,[footnoteRef:40] yang memiliki makna bahwa seseorang yang bekerja akan mendapatkan imbalan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT akan memberikan imbalan kepada mereka yang beramal shaleh baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kata “amal s{ali<h” yang berarti perbuatan seseorang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan yang sesuai dengan dalil, al-qur’an dan hadis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan maupun perorangan dikategorikan sebagai amal s{ali<h, karena bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat banyak, selama pekerjaan itu tidak bertentangan dengan hukum syara’. [40:  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahny..., 278.] 

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang harus disesuaikan dengan usaha (ikhtiya<r) yang dilakukannya secara baik dan benar, dalam artian tidak bertentangan dengan hukum syara’.
Menurut Abdurrahman Al-Malik pengertian upah adalah suatu kompensasi dari manfaat (jasa) pekerjaan yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu. Nilai manfaat tenaga pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah. Dengan demikian upah dalam Islam adalah imbalan (compensation) yang diterima seorang pekerja  atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakan, baik berupa imbalan di dunia maupun imbalan di akhirat. Islam memberikan pengertian upah lebih komprehensif karena mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi.
Prinsip Pengupahan dalam Islam
Prinsip pengupahan dalam Islam pastinya tidak terlepas dari prinsip dasar dalam kegiatan muamalah secara umum, terutama prinsip keadilan (al-‘adl) dan prinsip moralitas (al-akhlak). Keadilan dalam khazanah Islam adalah keadilan ilahi, yang tidak terlepas dari prinsip moralitas, yang didasarkan dalil-dalil terperinci. Hal ini berimplikasi bahwa seluruh kegiatan muamalah yang dijalankan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis.
Dengan demikian keadilan dapat diartikan sebagai al-musa<wah atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari segi nilai maupun ukuran, jadi sesuatu dipandang seimbang dan tidak berat sebelah, atau keseimbangan antara individu yang satu dengan individu yang lain dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya. Dari definisi di atas, maka harus dipelajari keterkaitan antara “keadilan” dan “kesamaan”. Membedakan dua hal yang sama tanpa alasan yang logis adalah suatu kezaliman, demikian sebaliknya, dikatakan tidak adil apabila menyamakan suatu yang berbeda.
Bersikap adil sangat terkait dengan hak seseorang yang wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, dan amanah wajib disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Demikian pengertian tersebut mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilakukannya. Prinsip pengupahan dalam Islam tidak lepas dari prinsip keadilan dan prinsip moralitas, maka bisa ditelusuri dengan seksama prinsip keadilan dalam pengupahan terdapat dua pengertian yakni:[footnoteRef:41] [41: Armansyah Waliam, Upah Berkeadilan Ditinjau dari Prespektif Islam, Jurnal Bisnis,vol.5 No.2, 2017, 267-273.] 

Proporsional
Seorang pekerja akan menerima imbalan yang disesuaikan dengan pekerjaan yang telah ditunaikannya. Seorang pekerja tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Para pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas dan kontribusinya dalam produksi. Prinsip keadilan dalam upah dijelaskan oleh pakar manajemen barat menjadi prinsip equal pay of equal job, yaitu upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Maknanya, jika ada dua pekerja melakukan pekerjaan yang sama maka upah yang mereka akan terima haruslah sama.
Transparan dan Jelas
Dalam akad ijarah, salah satu syarat sahnya adalah kejelasan upah, baik waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima, serta bentuk upahnya. Rasulullah SAW bersabda:[footnoteRef:42] [42:  Syibat, Musnaf Bin Abi Syibat (Maktabah Syamilah)..., 366.] 

“Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya”. 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa transaksi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan, sehingga terbentuknya keadilan. Islam menganjurkan setiap kegiatan akad, (kontrak kerja) harus dilakukan pencatatan, baik terkait waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah, dengan tujuan akan terhindar dari perselisihan yang kemungkinan akan terjadi.
Gharar 
Pengertian Gharar
Al-gharar adalah “ketidakpastian”.[footnoteRef:43] Secara etimologis berati risiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan.[footnoteRef:44] Menurut ahli fiqh, pengertian Gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al-aqibah).[footnoteRef:45]Gharar akan terjadi jika seseorang mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti.[footnoteRef:46] [43:  M. Nur Rianto, Pengantar Ekonomi Syariah, Cet.ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 159.]  [44: Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 104.]  [45: Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi, cet. ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 77.]  [46: Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, cet.ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 29.] 

Wahbah az-Zuhaili mengartikan gharar sebagai al-khatar  dan al-thagrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Karena itu dikatakan “ad-dunnya mata’ul guhuru, artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu”.[footnoteRef:47] [47:  Panji Adam, Fikih Muamalah Adabiyah, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 215.] 

Secara operasional, gharar dapat diartikan sebagai transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi obyek transaksi baik terkait harga, kualitas, kuantitas, waktu penyerahan barang, sehingga menjadikan pihak kedua dirugikan. Contoh praktik gharar adalah sebagai berikut:[footnoteRef:48] [48: Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar..., 77-78.] 

Gharar dalam kualitas, seperti menjual anak sapi yang masih ada dalam kandungan, jual beli tersebut termasuk jual beli gharar (belum pasti).
Gharar dalam kuantitas, seperti kasus ijon.
Gharar dalam harga (ghabn), contohnya murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen, atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.
Gharar dalam waktu penyerahan barang, contohnya menjual barang yang telah hilang.
Dalil Larangan Gharar
Dijelaskan dalam hadis riwayat muslim yang berbunyi: [footnoteRef:49] [49: Muslim, Shahih Muslim (Maktabah Syamilah), Juz 3, 1153.] 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)
 	“Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashoh (lempar batu) dan jual beli dengan gharar (ketidakjelasan)”.

Kriteria (Dhawa<bith) Gharar
Unsur gharar dapat menyebabkan suatu akad atau transaksi fasid atau tidak sah, jika memenuhi unsur-unsur berikut:[footnoteRef:50] [50: Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar..., 80-86.] 

Gharar  terjadi pada akad mu’a<wadhah (transaksi bisnis)
Gharar terjadi pada akad mu’a<wadhah ma<liyah (transaksi bisnis). Seperti akad jual beli, akad ijarah (sewa-menyewa), shirkah (bagi-hasil), dan akad bisnis lainnya. Sebaliknya, gharar tidak berpengaruh pada akad-akad sosial (tabarru’), seperti akad hibah dan akad wasiat meskipun unsur gharar nya berat.
Hal ini dikarenakan gharar yang terjadi dalam akad tabarru’ (sosial) tidak akan mengakibatkan perselisihan antara para pihak, karena penerima dana sosial atau dana tabarru’ tidak merasa dirugikan. Jadi gharar dilarang dalam akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad tabarru’. Dalam akad bisnis, seseorang dilarang menjual barang yang tidak jelas harganya. Akan tetapi jika seseorang menghibahkan barang yang tidak jelas harganya kepada orang lain (penerima hibah), maka diperbolehkan.
Menurut Abdurrazzaq Sanhuri yang dikutip Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, bahwa gharar terjadi dalam beberapa keadaan berikut:[footnoteRef:51] [51: Mardani, Fiqih Ekonomi...,30.] 

Barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah ada atau tidak.
Apabila barang tersebut ada, tidak diketahui apakah dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak.
Apabila ia berakibat pada identifikasi macam atau jenis benda yang menjadi objek transaksi.
Apabila barang yang menjadi obyek tersebut berakibat pada kualitas, identitas, atau syarat-syarat perlunya.
Pada saat ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan di masa mendatang.
Termasuk Gharar Berat
Menurut para ulama, gharar itu dibagi menjadi dua jenis dan tingkatan, yakni gharar berat dan gharar ringan.[footnoteRef:52] [52: Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar..., 82-83.] 

Gharar Berat adalah gharar yang dapat dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. Gharar jenis ini berbeda-beda, tergantung tempat dan kondisinya, oleh karenanya, standar gharar ini dikembalikan kepada ‘urf (adat/tradisi). Contoh dari gharar berat adalah menjual buah yang belum tumbuh, menyewakan manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang untuk barang yang tidak pasti.
Menurut‘urf (tradisi) gharar ini dapat menimbulkan peselisihan antara para pihak yang berakad, gharar jenis ini membuat akad menjadi fasid atau tidak sah.
Gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad, dan menurut ‘urf tujjar (tradisi pebisnis) gharar ini dapat dimaklumi, sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut. contoh dari gharar ringan adalah membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang masih ada di dalam tanah, menjual sesuatu yang dapat diketahui dengan cara dipecahkan atau dirobek.
Kejadian di atas termasuk gharar ringan, yang dapat dimaklumi dan ditolerir oleh para pihak yang berakad, karena hal itu tidak bisa dihindarkan dalam kegiatan transaksi, maka gharar ini diperbolehkan dan akad yang telah dibuat dan disepakati tetap sah.
Gharar  terjadi pada objek akad
Gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi pada objek akad, jika gharar terjadi pada pelengkap objek akad maka diperbolehkan. Misalnya jual beli barang yang belum nampak buahnya. Jika yang menjadi objek transaksi adalah buahnya, maka transaksi ini fasid atau tidak sah, karena terdapat unsur ghararnya, kemungkinan pohon tersebut tidak berbuah.
Tetapi jika seseorang menjual pohon yang buahnya menjadi pelengkap, maka akad ini sah atau diperbolehkan, karena gharar tidak terletak pada objek akad (pohon), akan tetapi gharar terletak pada buahnya yang menjadi pelengkap dari objek tersebut. Hal ini diatur dalam kaidah fiqih yang maknanya “kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir, berbeda kesalahan pada inti akad, maka tidak ditolerir”.
Tidak ada Kebutuhan (hajat) Syar’i terhadap akad
Hajat adalah sebuah kondisi di mana seseorang diperkirakan akan mendapat kesulitan (mashaqqah) jika orang tersebut tidak melakukan akad gharar, baik kebutuhan (hajat) umum maupun khusus.
Hajat yang dimaksud harus jelas, yakni tidak ada pilihan yang halal kecuali melakukan transaksi yang gharar tersebut. Misalnya, seseorang boleh gabung menjadi anggota asuransi konvensional (yang mengandung gharar) selama tidak adanya asuransi syariah. Karena kebutuhan masyarakat terhadap asuransi menjadi keburuhan mendesak, karena jika tidak berasuransi biaya pengobatan masyarakat akan memberatkan.
Kebolehan ini berlaku selama asuransi syariah belum ada, setelah ada asuransi syariah, mak masyarakat tidak boleh berasuransi konvensional, karena hajah dan darurat telah hilang. Hal ini diatur dalam kaidah fiqih yang artinya “kebutuhan (baik umum ataupun khusus) itu menempati (sama) kedudukannya darurat”.
Penyebab Terjadinya Gharar.
Menurut Yusuf Al-Subaily, gharar adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya, jadi terjadinya gharar disebabkan karena ketidakjelasan. Kejelasan itu bisa terjadi pada barang dan harga.
Ketidakjelasan barang disebabkan oleh beberapa hal, yakni:[footnoteRef:53] [53: Mardani, Hukum Sistem..., 105.] 

Fisik barang tidak jelas, Misalnya penjual berkata “aku menjual barang yang ada di dalam kotak kepadamu dengan harga Rp. 100.000”, dan pembeli tidak mengetahui apa isi dalam kotak tersebut.
Sifat barang yang tidak jelas, Misalnya penjual berkata “aku menjual mobil ini kepadamu dengan harga 50 juta rupiah”, dan pembeli belum pernah melihat mobil yang dijual tersebut dan tidak tahu sifatnya.
Ukurannya tidak jelas, Misalnya soerang penjual berkata “aku menjual sebagian tanah ini kepadamu dengan harga 10 juta”.
Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya.
Barang tidak bisa diserah terimakan, seperti menjual barang yang hilang.
Menurut Veithzal Rivai et. al. Gharar dalam objek kontrak mencakup:[footnoteRef:54] [54: Ibid., 106-107.] 

Ketidaktahuan tentang genus (jenis/macam)
Ketidaktahuan tentang mata uang
Ketidaktahuan tentang sifat
Ketidaktahuan tentang jumlah objeknya
Ketidaktahuan tentang identitas spesifik objek
Ketidaktahuan tentang waktu pembayaran dalam jual beli mundur
Berkontrak pada sebuah objek yang tidak berwujud.
Tidak bisa melihat objeknya
Larangan Curang Dalam Timbangan
Timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat benda menggunakan neraca dan digunakan untuk mengukur massa suatu benda.[footnoteRef:55] Dalam kegiatan muamalah, kecurangan dalam timbangan mendapat perhatian khusus. Dalam al-qur’an dijelaskan bahwa curang dalam timbangan sama halnya dengan merampas hak orang lain. Ketika kecurangan itu terdapat dalam kegiatan bisnis, maka akan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, seseorang yang curang saat menakar dan menimbang, akan mendapat ancaman siksaan di akhirat.[footnoteRef:56] Dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Mutaffifin yang berbunyi:[footnoteRef:57] [55:  Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramidia Pustaka, 2008), 1464. ]  [56:  Khoiruddin, Etika Pelaku Bisnis Dalam Prespektif Islam, Vol.7, No. 1, 2015, 46.]  [57:  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya...,587.] 

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿ا﴾ الَّذِيْنَ اِذَااكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿۲﴾ وَاِذَاكَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿٣﴾
		“Kecelakaan bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi”.

Kata وَيْلٌ pada mulanya digunakan oleh pemakai bahasa arab dengan doa jatuhnya siksa, namun bahasa al-qur’an mengartikan kata tersebut sebagai ancaman jatuhnya siksa dalam arti satu lembah yang sangat ceram di dalam neraka.
Kata لْمُطَفِّفِيْن berasal dari kata طَفّ yang berarti meloncati, seperti meloncati pagar atau mendekati, seperti gelas yang mendekati hampir penuh. Seseorang yang meloncari pagar seperti orang yang melakukan sesuatu yang tidak wajar, demikian juga tidak memenuhkan gelas yang seharusnya penuh.
Apapun arti dari kebahasaan itu, yang jelas ayat diatas menjelaskan tentang kecelakaan, kebinasaan, dan kerugian yang dialami oleh seseorang yang melakukan kecurangan dalam suatu transaksi. Adapun kecelakaan di akhirat ini sangat jelas, apalagi dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, adanya kemungkinan di akhirat nanti orang lain yang dirugikan dapat menuntut amal baiknya untuk mengganti kecurangannya selama hidup di dunia.
Ayat di atas merupakan ancaman bagi semua umat di dunia agar tidak melakukan kecurangan dalam timbangan dan pengukuran, termasuk melakukan standar ganda. Perlakuan seperti ini bukan hanya kecurangan akan tetapi juga pencurian dan menunjukkan kebejatan dari pelakunya. Di sisi lain kecurangan ini menunjukkan pelecehan, karena menganggap remeh mitra kerja, sehingga ia berani melakukan hal tersebut.[footnoteRef:58] [58:  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-mishbah, Cet.ke-5, Vol. 15, (Jakarta: Lentra Hati, 2002), 141-143.] 

Kegiatan bisnis yang islami adalah yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar agama yaitu kejujuran dan keadilan. Rasulullah SAW meletakkan keadilan sebagai prinsip dalam perdagangan. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW telah dilakukan pula standardisasi pada timbangan dan takaran serta melangang menggunakan standardisasi yang tidak dapat digunakan sebagai patokan.[footnoteRef:59] [59:  FORDEBI, ADESy, Ekonomi dan Bisnis Islam, Cet.ke-1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 135.] 

Dijelaskan dalam surat Al-Isra’ ayat 35 tentang anjuran menyempurnakan timbangan, yang berbunyi:[footnoteRef:60] [60:  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 285.] 

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌوَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلً
“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”.

Penyempurnaan timbangan dan takaran dijelaskan akan lebih baik akibatnya, dikarenakan penyempurnaan takaran atau timbangan melahirkan rasa aman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. seseorang yang membenarkan mengenai kecurangan dalam timbangan, maka akan timbul rasa tidak aman, serta berakibat buruk bagi keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.[footnoteRef:61] Dengan demikian ayat tersebut menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menimbang pada saat melakukan transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.[footnoteRef:62] [61:  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-mishbah, Cet.ke-5, Vol. 7, (Jakarta: Lentra Hati, 2002), 85.]  [62:  Khoiruddin, Etika Pelaku..., 48.] 

Dijelaskan dalam surat Ar-rahman ayat 9 tentang anjuran adil dalam timbangan, yang berbunyi:[footnoteRef:63] [63:  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya...,  531.] 

وَاَقِيْمُواالْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ
“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Kata الْمِيْزَانَ berarti menimbang, kata ini dapat dipahami sebagai keadilan, dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya, maupun dalam arti keseimbangan. Kata وَاَقِيْمُ diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan sesuatu secara bersinambungan dan sempurna sesuai dengan anjuran yang berkaitan dengan perintah-Nya itu.
Kata لْقِسْطِ biasa diartikan dengan adil, sedangkan adil adalah berlaku baik kepada orang lain dan diri sendiri. Dalam hal timbang-menimbang, berbisnis, bahkan bermuamalah atau berinteraksi secara umum diharapkan terjalin hubungan yang harmonis antara para pihak. Hal itu tidak dapat tercapai kecuali jika para pihak merasa senang.[footnoteRef:64] [64:  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-mishbah, Cet.ke-5, Vol. 13, (Jakarta: Lentra Hati, 2002), 283-285.] 
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BAB III
METODE PENELITIAN

	Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melihat hal itu maka terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah merupakan kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang digunakan dalam penelitian dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian. Berbeda dengan cara yang tidak ilmiah, contohnya mencari uang yang hilang, tahanan yang melarikan diri melalui para normal dan lain sebagainya. Sistematis artinya, proses dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.[footnoteRef:65] Metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu, metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif, kali ini peneliti menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitiannya. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif kurang bertumpu pada sumber-sumber informasi tetapi membaca ide-ide yang sama. Sementara itu Lodico, Spaulding dan [65:  Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. ke-11 (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.] 
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Voegtle menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian jenis lapangan yang berfokus dalam fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.[footnoteRef:66] Berikut metode yang digunakan oleh penulis: [66:  Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Cet.ke-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 1-2.] 

Jenis Penelitian
Dalam melalakukan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode pendekatan kualitatif juga diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang bersifat alamiah.[footnoteRef:67] Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research).[footnoteRef:68] Sehingga dalam penelitian ini, peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data.[footnoteRef:69] Lokasi penelitian adalah Desa Latsari, Mojowarno, Jombang. [67:  Sugiyono, Memahami Penelitian..., 1.]  [68:  Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: BPFE, 2016), 3.]  [69:  Lexy. J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 21.] 

Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana penelitian tersebut menggambarkan karakteristik masyarakat, lembaga, individu atau kelompok tertentu yang digunakan sebagai objek dari pada penelitian, untuk mengetahui karakteristik variabel yang dituju.[footnoteRef:70] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fakta guna menjelaskan data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari. Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis dengan tinjauan fiqh muamalah. [70:  Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relatiaon Dan Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 12.] 

Pendekatan Penelitian
Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, di mana penelitian tersebut dilakukan pada keadaan yang nyata terhadap masyarakat dan lingkungan masyarakat Desa Latsari dengan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada penyelesaian masalah.[footnoteRef:71] [71:  Soejoono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982), 10.] 

	Secara yuridis praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari di tinjau dari teori fiqh muamalah. Dan secara sosiologis praktik pengupahan buruh panen padi dengan sistem perhitungan skala hasil dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.
Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[footnoteRef:72] Peneliti menggunakan 2 sumber data dalam melakukan penelitian, yaitu: [72:  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Cet. ke-13 (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 129.] 

Sumber Data Primer
Sumber data utama yang digunakan sebagai rujukan oleh peneliti dalam menganalisa pokok permasalahan tentang pengupahan buruh panen padi dengan sistem sistem perhitungan skala hasil. Data primer diperoleh dari hasil wawancara observasi para petani dan buruh panen padi yang pernah menerapkan sistem pengupahan seperti itu.
Penentuan informan dari penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling yakni dengan memilih orang-orang yang diduga dan diyakini mengetahui tentang permasalahan penelitian.[footnoteRef:73] Yaitu petani, buruh panen padi, penebas yang bertempat tinggal di Desa Latsari, Mojowrno, Jombang. [73:  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet.ke-25  (Bandung: Alfabeta, 2016), 218-219.] 

Sumber Data Skunder
Data sekunder  adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui media massa, dan publikasi pemerintah.[footnoteRef:74]Data skunder merupakan sumber data penunjang (rujukan) untuk melengkapi dalam melakukan analisis permasalahan, yang berasal dari tinjauan literatur, seperti buku-buku, jurnal, kitab-kitab, serta sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun literatur tersebut berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang ijarah, gharar, upah/imbalan, keadilan dalam timbangan. [74: Zulganef, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 161.] 

Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam melakukan penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.[footnoteRef:75]Data-data yang di perlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan menggunakan tehnik:[footnoteRef:76] [75: Sugiyono, Memahami Penelitian..., 62.]  [76:  Ibid., 64-72] 

Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.[footnoteRef:77] Wawancara dapat diartikan sebagai tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti mendapatkan hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Tehnik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Wawancara baik dilakukan dengan face to face ataupun menggunakan telepon, pastinya akan ada kontak pribadi yang dilakukan pewawancara dengan responden. Oleh karena itu pewawancara harus memahami kondisi dan situasi sehingga dapat menetapkan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan wawancara.[footnoteRef:78] [77:  Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., 186.]  [78: Sugiyono, Metode Penelitian...,  321.] 

Tabel 3.1
	No
	Daftar Nama Responden
	Keterangan

	1.
	Suheri
	Petani

	2.
	Sueni
	Petani

	3.
	Srianah
	Petani

	4.
	Rudi
	Buruh panen

	5.
	Sustinah
	Penebas 



Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengenai  hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, diantaranya adalah tempat, pelaku, dan kegiatan.[footnoteRef:79] Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan permasalahan peneliti merupakan salah satu jenis sumber data. Lokasi dari penelitian ini yaitu di Desa Latsari, Mojowarno, Jombang. [79:  M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016), 165.] 

Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah metode induktif. Arti dari induktif sendiri yaitu suatu kumpulan yang berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan, dan menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian.[footnoteRef:80] [80:  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, cet. ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 31.] 

Analisis  data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data yang diperoleh dari observasi dan wawancara di lapangan serta bahan penunjang lain seperti buku, jurnal dan kitab. Kemudian dianalisa secara deskriptif  analisis. Metode deskriptif akan menggambarkan dan menjelaskan praktek pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari, yang kemudian dianalisis menggunakan teori fiqh muamalah.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Hasil Penelitian
Profil Desa Latsari
Sejarah Desa Latsari
Desa Latsari terdiri dari beberapa Dusun yakni, Dusun Guwo, Kempreng dan Jambangan. Desa Latsari dibentuk setelah Dusun Guwo, Kempreng, dan Jambangan. Setelah Dusun Guwo, Kempreng dan Jambangan terbentuk dikisahkan seorang sakti mandra guna yang bernama mbah Singo Karso datang ke Dusun tersebut. pada waktu itu masih banyak ditemukan hutan (semak belukar) dan angker (wingit) sedangkan Dusun-Dusun di sekitarnya sudah banyak dihuni oleh penduduk yang melakukan aktifitas pembangunan dan perekonomian pada waktu itu. Kemudian mbah Singo Karso membersihkan Dusun itu dari semak belukar dan terkesan wingit supaya Dusun tersebut dapat dihuni oleh penduduk yang saling berdampingan. Dikarenakan Dusun (desa) itu terlambat dihuni oleh penduduk dan tertinggal dari Dusun-Dusun sekitarnya, maka mbah Singo Karso berucap bilamana rame-ramenya zaman, Dusun (desa) itu diberi nama LATSARI yang artinya telat sehari dalam hal pembangunan dan perekonomian pada zaman itu.
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Dusun yang ada di Desa Latsari, masing-masing mempunyai pemimpin (kepala dusun) antar Dusun. Dusun guwo dipimpin oleh Erista Budi, Dusun Kempreng dipimpin oleh Agus Setiawan, dan Dusun Jambangan dipimpin oleh Fathur Rahman. Kepala Dusun tersebut juga ikut serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat.
Desa Latsari tergolong daerah yang masih berkembang, dapat dilihat dari pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat tergolong minim dan kurangnya keterampilan yang dimiliki masyarakat. Inilah yang menyebabkan masyarakat Latsari hanya dapat bekerja sebagai petani, buruh tani, kuli bangunan, mengurus sapi dan pekerjaan yang tak lain hanya membutuhkan tenaga saja. Tidak sedikit anak muda yang menjadi pengangguran setelah lulus sekolah, hal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan kurangnya wawasan di bidang pekerjaan.
Struktur Organisasi Desa Latsari
 (
BPD
) (
Kepala Desa
)
 (
Kepala Dusun Guwo
) (
Kepala Dusun Kempreng
) (
Kepala Dusun Jambangan
) (
Kasi. Pemerintahan
) (
Kaur. TU dan umum
) (
Kaur. Perencanaan
) (
Kaur. Keuangan
) (
Sekretaris Desa
) (
Kasi. Kesejahteraan
) (
Kasi. Pelayanan
)

Tabel 4.1
	No. 
	Nama
	Jabatan

	1.
	Muslikan
	Kepala Desa

	2.
	M. Sodiq
	Sekretaris Desa

	3.
	Kreswanto Yudhi Laksono
	Kasi. Pemerintahan

	4.
	Dwi Ratna Kusuma
	Kasi. Kesejahteraan

	5.
	Gurita Ria
	Kasi.  Pelayanan

	6.
	M. Ainur Novianto
	Kaur. Tata Usaha dan umum

	7.
	Suci Wulandari
	Kaur. Keuangan

	8.
	Tedi Nurtejo
	Kaur. Perencanaan 

	9.
	Erista Budi
	Kepala Dusun Guwo

	10.
	Agus Setiawan
	Kepala Dusun Kempreng

	11.
	Fathur Rahman
	Kepala Dusun Jambangan



Jumlah Penduduk Desa Latsari
Tabel 4.2
	No
	Dusun
	Jumlah KK
	Jumlah Jiwa

	
	
	
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah

	1
	Guwo
	522
	776
	756
	1532

	2
	Kempreng
	262
	412
	413
	825

	3
	Jambangan
	362
	557
	552
	1109

	Jumlah
	1146
	1745
	1721
	3466





Gambaran Umum Demografis
Luas 
Luas Desa Latsari		: 221.000 hektar 
Tanah Kas Desa 		: 6,978hektar 
Komplek Balai Desa 	: 1,8 hektar 
Tanah Kuburan 		: 1.10926 hektar 
Tanah Lapangan 		: 0 hektar 
Sawah Masyarakat 		: 173 hektar 
Pekarangan Penduduk 	: 5.20 hektar 
Tanah wakaf , Dll 		: 1,539 hektar

Batas Desa
Sebelah utara 	: Dsn. Sidoluwih Ds. Mojowarno
Sebelah Timur	: Ds. Mojotengah Kec. Bareng
Sebelah Selatan 	: Ds. Tebel Kec. Bareng
Sebelah Barat 	: Ds. Karanglo Kec. Mojowarno
Ekonomi Masyarakat
Jumlah angkatan kerja (15-55 th) 		: 45 Jiwa 
Jumlah usia sekolah (15-55 th) 		: 509 Jiwa 
Jumlah ibu rumah tangga (15-55 th) 	: 375 Jiwa 
Jumlah pekerja penuh (15-55 th) 		: 160 Jiwa 
Jumlah yang tidak menentu (15-55 th) 	: 95 Jiwa 
Jumlah rumah tangga petani 		: 975 KK 
Jumlah anggota rumah tangga petani 	: 975 Jiwa 
Jumlah rumah tangga buruh tani 		: 680 KK 
Jumlah anggota rumah tangga buruh tani 	: Jiwa

Profesi Masyarakat Desa Latsari
Petani 			: 498 orang 
Buruh tani 			: 167 orang 
PNS 			: 20 orang 
TNI 			: 3 orang 
POLRI 			: 2 orang 
Guru 			: 17 orang 
Pensiunan 			: 15 orang 
BUMN 			: 12 orang 
Bidan 			: 3 orang 
Perawat			: 15 orang 
Dokter 			: 1 orang 
Karyawan swasta 		: 356 orang 
Tukang cukur 		: 9 orang 
Tukang Kayu 		: 4 orang 
Tukang Batu	 	: 15orang 
Tukang Jahit/Bordir 	: 14 orang 
Penata Rias 	  	: 3 orang 
Tukang servis elektronik 	: 9 orang 
Tukang gali sumur 		: 10 orang
Tukang pijat / urut 		: 16 orang 
Pelukis 			: 0 orang 
Lain-Lain 			: 0 Orang[footnoteRef:81] [81:  LPPD Akhir Masa Jabatan Tahun 2013/2019.] 


Praktik Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Latsari, Mojowarno Jombang.
Setelah peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Latsari maka peneliti mengetahui praktek pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari. Praktik pengupahan didahului dengan adanya perjanjian sewa jasa ija>rah al-‘amal, di mana dalam praktik tersebut buruh panen sebagai penyedia jasa dan petani sebagai penyewa jasa para buruh untuk melakukan pemanenan padi. Pemanenan padi dilakukan setelah petani mengetahui bahwa tanaman padi miliknya telah layak untuk dipanen. Biasanya 3 hari sebelum panen petani sudah mencari tenaga kerja untuk memanen padi. 
Pernyataan dari ibu Sueni “pertamane delok sawah disek wayahe panen tah durung, panene misale kurang telung dino iku langsung marani wong seng maneni iku (buruh tanine iku), marani nang omahe dikongkon maneni kurang telung dino maeng, kongkon golek konco sak grup biasane”.[footnoteRef:82] [82:  Wawancara dengan Sueni, tanggal 09 Desember 2019.] 


Petani mendatangi salah satu rumah buruh panen padi dengan tujuan menyewa jasa buruh tani untuk melakukan pemanenan padi. Saat melakukan akad petani menyatakan waktu pemanenan dan lokasi sawah yang akan dipanen kepada calon buruh panen padi. Petani memerintahkan pula seorang buruh tersebut untuk mengajak teman-teman buruhnya, supaya menjadi sebuah grup. Semakin banyak buruh maka akan lebih baik, untuk mempercepat penyelesaian pemanenan. 
“.......seorang petani  seperti bapak ini harus punya satu anak buah, jadi anak buah saya itu nanti saya suruh cari teman-temannya, berapa orang gitu, untuk memaneni padi saya, tergantung padi saya yang di mana? Yang disebelah sana atau disebelah sana nanti saya dulukan, yang penting kan yang mana yang tua nanti saya paneni  dulu, trus saya suruh cari teman-temannya”.[footnoteRef:83] [83:  Wawancara dengan Suheri, tanggal 22 Desember 2019.] 


Namun tidak semua buruh menerima tawaran dari petani, tergantung kondisi dari masing-masing buruh. Bilamana buruh tidak menerima tawaran tersebut, maka akan digantikan oleh buruh yang lain. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Suheri “ada yang iya mbak ada yang enggak, kalo yang gak bisa dicarikan orang lagi sama anak buah saya tadi”.[footnoteRef:84] [84:  Ibid.] 

Jumlah buruh panen ditetapkan pada saat akad oleh petani, luasnya sawah akan mempengaruhi terhadap penetapan jumlah buruh, semakin banyak jumlah buruh, maka akan lebih baik untuk mempercepat penyelesaian pemanenan. Jika jumlah buruh panen kurang dari jumlah yang diperkirakan petani, maka hal ini tidak menjadi masalah. Bagi petani yang penting pemanenan padi tetap berjalan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.
“Buruh saya ya, saya tanya dan menjawab “iya saya bisa pak”, ya kalau bisa ya silahkan besok memaneni kesawah saya butuh 15 orang, nah gitu”.tapi nanti kalau kurang dari 15 orang, menurut saya, kan hampir satu hektar, kesorean mbak gitu, gak masalah yang penting kan supaya cepat gitu lo”.[footnoteRef:85] [85:  Ibid] 


Dalam hal waktu penetapan upah mayoritas masyarakat Desa Latsari mengatakan bahwa upah tidak disebutkan jumlahnya dalam akad, hal ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Latsari. Mereka memberikan alasan, karena para pihak di anggap telah mengetahui jumlah upah yang bisanya diberikan kepada buruh dalam pemanenan padi, selain itu petani belum mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya, atau jauh dekatnya sawah yang dipanen dari jalan raya, di mana jarak tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah upah yang akan didapatkan buruh panen padi. 
“kalau sudah diperontok itu baru akan ditimbang itu trus cocok-cocokan harga, takok arek-arek iku, “iki gawe rego piro sak kwintal e”?terus petani jawab, yo terserah kunu se biasae iku wes umume piro ngunulo, tapine delok-delok jauh dekat e iku maeng. Nek dekat iku pokok e paling minim 50 ribu, kalau jauh isok 60 ribu, 70 ribu barang”.[footnoteRef:86] [86:  Wawancara dengan Sueni, tanggal 09 Desember 2019.] 


Para pihak melakukan negosiasi mengenai jumlah upah saat padi dalam keadaan telah diperontok dan akan ditimbang, biasanya buruh bertanya kepada petani “gawe rego piro sak kwintale?”[footnoteRef:87], (dibuat berapa harga 1 kwintalnya?) dan petani menjawab ”yo terserah kunu se biasae iku wes umume piro”[footnoteRef:88], (ya terserah, dibuat seperti biasa pada umumnya). Jika jarak sawah yang dipanen dengan tempat pemerontokan jauh, maka upah bisa berubah dari Rp. 50.000 rupiah per kwintalnya hingga sampai Rp. 70.000 rupiah per kwintalnya (tergantung kesepakatan).  [87:  Ibid.]  [88:  Ibid.	] 

Jawaban ibu Sustinah selaku penebas berkata “lhoo lek aku, aku ancene sebagai penebas, yo nganu adoh idek buruhane podo ae 50 yo 50 masi ngapek kuli yo 10 yo 10 masi nang ndi, nang guwo, nang dawung, jambangan, adoh idek yo wes 50 yo 50 tak gowo nang ndi ndi”.[footnoteRef:89] [89:  Wawancara dengan Sustinah, tanggal 09 Desember 2019.] 


Melihat penjelasan dari ibu Sustinah (penebas), penulis mengartikan bahwa jika penyewa jasa buruh panen seorang penebas, maka jauhnya tempat pemanenan tidak menjadi pertimbangan dalam menetapkan jumlah upah per kwintalnya, meskipun buruh panen tersebut ditempatkan di luar Desa Latsari, tetapi upah per kwintalnya tetap yaitu Rp.50.000 rupiah. Berbeda dengan petani, jika penyewa jasa buruh panen padi adalah seorang petani, maka jarak tempat pemikulan menjadi pertimbangan dalam menetapkan jumlah upah per kwintalnya. semisal awalnya upah per kwintal dihargai Rp. 50.000 rupiah, karena jarak memikul padi ketempat pemerontokan lumayan jauh, maka upah dapat naik hingga sampai Rp. 70.000 rupiah per kwintalnya. tergantung hasil dari negoisasi yang dilakukan para pihak.
Melihat pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa penetapan jumlah upah per kwintalnya didapatkan dari kesepakatan kedua belah pihak. Dalam transaksi tersebut petani menawarkan upah per kwintal kepada buruh. Jika buruh tidak sepakat mengenai jumlah upah yang ditawarkan, misalnya upah terlalu kecil, maka buruh dapat meminta jumlah upah yang menurutnya pantas. Jadi penetapan jumlah upah buruh panen padi di Desa Latsari ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan akad.
Saat waktu panen tiba, para buruh langsung menuju lokasi pemanenan. Mereka datang dipagi hari dan langsung melaksanakan pekerjaannya dari mulai membabat padi, memikul, memisahkan batang padi dengan padi dengan menggunakan alat yang disebut perontok, setelah diperontok padi dimasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan, dan tahap selanjutnya yakni perhitungan atau penimbangan hasil panen.
“Waktu panen kuli mbabat, teros diproses diperontok, mari diperontok terus ditimbang”.[footnoteRef:90] [90:  Wawancara dengan Srianah, tanggal 12 Desember 2019.] 

“Pas wayahe panen iku maeng, terus nang sawah kabeh budal isuk, terus maneni ngeret ilo ngeret, mari ngeret diosong nang nggone tempat seng semunggo ngunu engkok layak dinganuni perontok, perontok cek iso jalan mrunu”.[footnoteRef:91] [91:  Wawancara dengan Sueni, tanggal 09 Desember 2019.] 


Dalam tahap penimbangan gabah, mayoritas petani Desa Latsari menggunakan sistem pengambilan sampel. Misalnya, petani mendapatkan 100 karung gabah, maka yang ditimbang hanya 3 karung, yang kemudian hasil timbangan dari ketiga karung tersebut dijumlah dan diambil rata-rata, kemudian hasilnya akan diberlakukan untuk keseluruhan karung. Jika hasil rata-rata dari 3 karung adalah 58 kg, maka sisa karung yang tidak ditimbang dianggap bobotnya sama yaitu 58 kg. Berarti perhitungannya adalah (58 kg x 100 karung = 5.800 kg). Inilah yang dimaksud dengan perhitungan menggunakan sistem pengambilan sampel. 
Berdasarkan penelitian, peneliti menjelaskan bahwa alasan masyarakat menggunakan sistem perhitungan dengan sistem pengambilan sampel adalah, pertama untuk pempercepat penyelesaian pemanenan, alasan ini digunakan pada saat sawah yang dipanen cukup luas dan hasil panen yang didapatkan banyak, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penimbangan. Alasan yang kedua, Jenis dan ukuran karung sama, alasan ini biasanya digunakan jika karung yang disediakan oleh petani berukuran sama. Alasan yang ketiga, ketika terjadi hujan yang menyebabkan waktu kerja terganggu, sehingga dapat memperlambat proses penyelesaian panen. Tujuan dari praktik penimbangan seperti itu adalah tak lain hanya untuk mempercepat penyelesaian panen.
Penjelasan dari Rudi selaku buruh panen padi, tentang alasan masyarakat sering menggunakan sistem pengambilan sampel dalam penimbangan gabah adalah “mempersingkat waktu, glangsinge sama rata (ukuran karung sama)”.[footnoteRef:92] Kemudian dilengkapi penjelasan dari ibu Sustinah “o ngene, ngunu iku iso tekok selak kebengen ditimbang telu-telu (menggunakan pengambilan sampel), Kadang-kadang yo nek onok udan gopoh kabeh”.[footnoteRef:93] [92:  Wawancara dengan Rudi, tanggal 15 Desember 2019.]  [93:  Wawancara dengan Sustinah, tanggal 09 Desember 2019.] 

Petani Desa Latsari memberikan upah berupa uang kepada buruh panen padi. Di mana besarnya upah yang didapatkan buruh bergantung pada banyaknya hasil panen yang didapatkan petani, semakin banyak hasil panen, semakin banyak pula petani mengeluarkan uang sebagai imbalan kepada buruh panen padi. Sehingga upah buruh akan diketahui jumlahnya setelah melakukan penimbangan hasil panen. Semisal petani mendapatkan 100 karung padi, kemudian melakukan penimbangan dengan menerapkan sistem pengambilan sampel, contoh menimbang 3 karung gabah, yang masing-masing karung memiliki bobot yang berbeda, karung pertama berbobot 56 kg, karung kedua berbobot 57 kg dan karung ketiga berbobot 58 kg, kemudian hasil dari ketiga karung tersebut dijumlah dan diambil rata-rata (56 kg + 57 kg + 58 kg = 171 kg), (171 kg : 3 = 57 kg). Setelah itu hasil rata-rata akan diberlakukan untuk seluruh karung gabah, (57 kg x 100 karung = 5.700 kg). Melihat perhitungan tersebut, maka hasil panen yang didapatkan petani sebesar 5.700 kg gabah. Hasil tersebut hanya didapatkan saat para pihak menggunakan sistem penimbangan dengan perhitungan sampel.
“Setelah selesai pembloweran (perontok) tersebut kan dimasukkan dalam karung, terus berapa karung dihitung gitu, setelah dihitung, umpamanya 100 karung ya, jadi 100 karung itu untuk mempercepat ya, nanti kan ditimbang. Tapi timbangan e itu kan didesa kan ya mbak ya, kan jauh dadi ya secara manual, timbangan gantung dipikul itu orang 2, dadi 100 karung itu diampil 3, dilihat ini kok sama-sama besar gitu, langsung ditimbang tiga itu. Ada yang satu itu 56 kg (bobotnya) gitu mbak, trus yang satu kok 57 kg,  yang satu ada lagi 58 kg padahal sama-sama besar, trus itu diambil jalan supaya membercepat proses penimbangan diambil yang tengah (rata-rata dari ketiga karung), 56 kg gitu mbak. Jadi 56 kg dikalikan 100 karung, trus hasilnya berapa kwintal, padahal per kwintale itu 55.000 harga upah, gitu mbak. Terus, nanti 55.000 tersebut dikalikan 5 ton lah hasilnya, mendapat uang berapa ya itu nanti upahnya buruh, sama butuh itu ada itunya, ada yang menjadi apa istilahnya, pengarepe (kepercayaan) teman-temannya. Dadi uangnya berapa tadi dibagi sama temannya tadi sama rata gitu mbak”.[footnoteRef:94] [94:  Wawancara dengan Suheri, tanggal 22 Desember 2019.] 


Setelah mengetahui jumlah hasil panen, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung upah yang akan diberikan kepada buruh. Jika para pihak menyepakati upah per kwintalnya Rp. 55.000 rupiah / Rp. 550 rupiah per kilonya, maka perhitungannya adalah (5.700 kg x 550 (upah per kilonya) = 3.135.000 rupiah). Jadi diketahui bahwa besarnya upah yang harus dikeluarkan petani adalah Rp. 3.135.000 rupiah.
Upah diberikan secara langsung setelah pemanenan padi selesai, seperti yang dijelaskan Bapah Suheri “ya langsung, setelah selesai tadi, ditempat terjadi, ditempat blower (perontok)”.[footnoteRef:95] Setelah diketahui besarnya upah yang akan diterima buruh, maka secara langsung petani memberikan upah dengan jumlah tersebut kepada salah satu buruh, kemudian buruh tersebut membagikannya kepada buruh yang lain dengan jumlah sama rata. Semisal terdapat 15 orang buruh dalam pemanenan, maka jumlah upah keseluruhan dibagi kepada 15 buruh tersebut (Rp. 3.135.000 : 15 buruh = 209.000 rupiah). Jadi dalam pemanenan tersebut masing-masing buruh mendapatkan upah sebesar Rp. 209.000 rupiah. [95:  Ibid.] 

Upah yang didapatkan para buruh merupakan merupakan upah bersih, dalam artian tanpa dipotong uang makan, minum dan sebagainya. Karena dalam sistem borongan ini, petani tidak harus memberi makan dan minum para buruh, tergantung keikhlasan petani.
“Enggak, ini sudah bersih tergantung keikhlasan saya, gitu mbak. Umpamanya gini ya, orang-orang itu sistim borongan seperti ini mbak ini gak pakek ngirim dadi ya sekedar saya kasih rokok ya terus, kalau siang ya minum, es, kopi, gitu mbak. kan ya yang memanen padi ,anak-anak yang memanen padi tadi sistim borongan itu sudah berbekal, membawa bekal dari rumah gitu mbak”.[footnoteRef:96] [96:  Ibid.] 


Analisis Fiqh Muamalah terhadap Pengupahan Buruh Panen Padi dengan Sistem Perhitungan Skala Hasil.
Analisis tentang Akad
Bedasarkan data yang didapatkan penulis, dengan melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat tentang praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari, sehingga penulis dapat menganalisa praktik tersebut ditinjau dari prespektif fiqh muamalah. 
Diketahui bahwa akad yang digunakan para pihak dalam praktek pengupahan buruh panen padi adalah akad ija>rah al-‘amal. Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa atas suatu barang atau perjanjian upah-mengupah atas suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang.[footnoteRef:97] al-‘amal artinya perbuatan manusia. Jadi ija>rah al-‘amal dapat diartikan sebagai transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah atas suatu pekerjaan tertentu.[footnoteRef:98] Dalam praktik ini petani mendatangi rumah seorang buruh panen padi dengan tujuan menyewa jasa buruh untuk melakukan pemanenan padi, serta menyatakan waktu pemanenan dan lahan yang akan dipanen pada saat melangsungkan akad. [97: Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah..., 245.]  [98:  Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat..., 333-334.] 

Sehingga dapat dikatakan bahwa akad tersebut diperbolehkan, dalam kaidah fiqh dijelaskan “pada dasarnya, semua bentuk transaksi adalah mubah boleh kecuali adanya dalil yang mengharamkannya”.[footnoteRef:99] [99:  Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah...,  250.] 

Analisis tentang rukun
Praktek pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari melibatkan dua pihak, yaitu pihak penyewa jasa (petani/pemberi upah) dan pihak penyedia jasa (buruh panen/penerima upah), serta terdapat beberapa unsur seperti upah dan jasa pekerja. menurut jumhur ulama’ rukun ijarah ada 4 yakni:[footnoteRef:100] [100: Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 117-118.] 

Aqi<d, para pihak yaitu mu’jir (petani), musta’jir (buruh panen padi).
S{igha<t, yaitu ijab dan qabu<l, perkataan para pihak yang menyatakan suatu kerelaan.[footnoteRef:101] Dalam melaksanakan akad, para pihak telah melakukan ijab dan qabu<l, hal ini dibuktikan dengan perkataan: [101:  Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat..., 180.] 

“Buruh saya ya, saya tanya dan menjawab “iya saya bisa pak”, ya kalau bisa ya silahkan besok memaneni kesawah saya saya butuh 15 orang, nah gitu”.[footnoteRef:102] [102:  Wawancara dengan Suheri, tanggal 22 Desember 2019.] 


“.....iki gawe rego piro sak kwintal e”?terus petani jawab, yo terserah kunu se biasae iku wes umume piro”[footnoteRef:103] [103:  Wawancara dengan Sueni, tanggal 9 Desember 2019.] 


Ujrah, yaitu uang sewa atau upah. Para buruh panen padi akan mendapatkan ujrah berupa uang, apabila telah selesai menyelesaikan pekerjaannya. Pengupahan tersebut dilakukan secara kontan, setelah selesai pemanenan. Seperti pernyataan dibawah ini:
“Ya langsung, setelah selesai tadi, ditempat terjadi, ditempat blower (perontok)”.[footnoteRef:104] [104:  Ibid.] 


Dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:
أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).[footnoteRef:105] [105:  Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Maktabah Syamilah)..., 511.] 


Hadis di atas menjelaskan tentang anjuran memberikan upah secara langsung kepada buruh setelah selesai pekerjaannya tanpa menunda-nundanya. Ketetapan tersebut memberikan keyakinan kepada pekerja bahwa upahnya akan diberikan tanpa adanya keterlambatan.
Manfaat, baik manfaat barang yang disewakan atau jasa dari orang yang bekerja. Para pihak menggunakan akad sewa jasa (ija>rah al-‘amal) dalam proses pemanenan padi. Jadi sudah pasti bahwa objek dalam akad tersebut adalah sebuah upah/imbalan dan jasa pekerja. Manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dalam melakukan praktik tersebut, yaitu para buruh membantu petani dalam pemanenan padi, dan buruh akan mendapatkan imbalan atau upah berupa uang dari petani. Sehingga dalam transaksi tersebut, para pihak saling diuntungkan dan mendapatkan manfaat.
Melihat analisis di atas penulis menyatakan bahwa dalam transaksi pengupahan buruh panen padi terdapat beberapa unsur yaitu, petani (penyewa jasa/pemberi upah), buruh (penyedia jasa/penerima imbalan), S{igha<t, upah, dan manfaat jasa dari pekerjaan yang dilakukan oleh buruh panen padi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik dari transaksi tersebut telah memenuhi rukun dalam akad ijarah.
Analisis Mengenai syarat
Dalam melakukan akad ija>rah al-‘amal (sewa jasa), maka para pihak harus memenuhi syarat-syarat dalam akad ijarah. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[footnoteRef:106] [106:  Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah..., 81-82.] 

Para pihak yang melakukan transaksi harus menyatakan kerelaannya, bila salah satu pihak melakukan akad tersebut dengan cara terpaksa maka akad tersebut tidak sah. Praktek pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari dilakukan dengan saling rela dan tidak ada keterpaksaan antara kedua belah pihak, hal ini dapat dilihat saat petani melakukan akad dengan buruh panen padi. Di mana petani datang ke rumah salah satu buruh dengan tujuan menyewa jasa untuk melakukan pemanenan padi. 
Kemudian dari pihak buruh memberi jawaban sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu menerima atau menolak akad tersebut. Petani tidak melakukan pemaksaan terhadap buruh panen untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut.
”Buruh saya ya, saya tanya dan menjawab “iya saya bisa pak”, ya kalau bisa ya silahkan besok memaneni kesawah saya saya butuh 15 orang, nah gitu”.[footnoteRef:107] [107:  Wawancara dengan Suheri, tanggal 22 Desember 2019.] 


Melihat keterangan di atas menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan tidak adanya keterpaksaan para pihak. Dijelaskan dalam Al-Qu’an Surah An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:[footnoteRef:108] [108:  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahny..., 29.] 

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَاتَأْكُلُوْۤا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّۤا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.
	
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya memakan harta sesamanya dengan bathil artinya tidak sesuai dengan syariat Islam. seperti melakukan bisnis yang mengandung unsur gharar, riba, maisir (judi).
Para pihak yang melakukan transaksi haruslah orang yang berakal dan ba<ligh. Dalam Praktiknya terlihat jelas bahwa para pihak yang melakukan akad merupakan orang yang berakal dan ba<ligh. Hal ini dibuktikan dengan adanya akad yang telah dilakukan kedua pihak (petani dan buruh), dan mereka mengetahui manfaat dari pada objek akad tersebut, yakni dalam hal pemanenan padi yang diikuti dengan proses pengupahan buruh panen padi. Dalam praktik tersebut para pihak melakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah upah, maka tidak logis jika pelaku akad pada transaksi tersebut dikatakan tidak berakal dan ba<ligh.
Upah dan sewa jasa dalam akad ijarah harus jelas dan memiliki nilai yang bermanfaat. Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa dalam transaksi pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari, upah yang diberikan petani kepada para buruh berupa uang, di mana uang memiliki nilai manfaat yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal waktu penetapan upah, masyarakat mengatakan bahwa saat melakukan akad petani tidak menyebutkan jumlah upah yang akan didapatkan buruh, dikarenakan para pihak dianggap telah mengetahui penetapan upah yang biasanya digunakan sebagai patokan dalam melakukan transaksi panen padi, selain itu petani belum mengetahui kondisi lapangan sebenarnya yang akan berpengaruh terhadap penetapan besarnya upah buruh panen padi. Dijelaskan dalam hadis Riwayat ‘Abd. Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:[footnoteRef:109] [109: Syibat, Musnaf Bin Abi Syibat (Maktabah Syamilah)..., 366.] 

مَنِ اسْتَأْ جَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ
“Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan  upahnya”.

Hadis di atas memberikan petunjuk bahwa seorang yang menyewa jasa pekerja, maka penyewa jasa harus memberitahukan jumlah upah yang akan didapatkan sebelum mereka melakukan pekerjaannya, dengan tujuan supaya tidak terjadi perselisian antara kedua belah pihak di akhir transaksi, serta para pihak tidak merasa terdhalimi. Dalam prakti ini, petani selaku penyewa jasa buruh panen padi, harus menyebutkan jumlah upah per kwintal yang akan diberikan kepada buruh pada saat melakukan akad. Dengan begitu buruh dapat melakukan negosiasi mengenai jumlah upahnya, serta buruh dapat mempertimbangkan apakah ia menerima atau menolah pekerjaan tersebut. Islam menjelaskan bahwa besarnya upah harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang di dasarkan pada prinsip keadilan.[footnoteRef:110]  [110:  Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif,  vol.9, No.2, 2017. 193-194.] 

Meskipun para pihak di anggap tahu mengenai jumlah upah yang digunakan sebagai patokan dalam transaksi pengupahan buruh panen padi, akan tetapi mereka belum mengetahui secara pasti mengenai penetapan upah panen per kwintalnya, hal ini dibuktikan dengan adanya pertanyaan dari pihak buruh “iki gawe rego piro sak kwintal e”?.[footnoteRef:111] [111:  Wawancara dengan Sueni, tanggal 09 Desember 2019.] 

Melihat pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan syarat upah dalam akad ijarah. di mana dalam melakukan akad, jumlah upah per kwintalnya tidak disebutkan. dikatakan sesuai bilamana “besarnya upah disebutkan saat melangsungkan akad”. 
Selanjutnya, syarat ijarah menyebutkan bahwa sewa jasa atau pekerjaan yang menjadi objek akad harus jelas dan mengandung nilai yang manfaat. Bedasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa transaksi sewa jasa buruh panen padi di Desa Latsari telah sesuai dengan syarat ma’jur dalam akad ijarah, dikatakan jelas karena bentuk dari pekerjaan tersebut adalah “memanen padi”. Selain itu manfaat dari transaksi ditujukan untuk membantu petani yang membutuhkan tenaga buruh panen padi dalam pemanenan padi, sehingga dapat dikatakan pekerjaan tersebut bersifat jelas dan bernilai manfaat bagi para pihak.
Manfaat harus diketahui secara sempurna, bedasarkan penelitian dapat diketahui bahwasanya bentuk manfaat dari transaksi pengupahan buruh panen padi adalah para pihak yang melakukan transaksi saling menguntungkan satu sama lain, di mana buruh panen membantu petani dalam pemanenan padi, dan buruh akan mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah yang diberikan kepada buruh dalam bentuk uang, di mana uang mengandung nilai yang tinggi, sehingga sangat berguna untuk memenuhi kebutuhaan hidup.
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Desa Latsari tidak sesuai dengan salah satu syarat dalam akad ijarah, yaitu dalam syarat upah, karena jumlah upah tidak diketahui jumlahnya saat melangsungkan akad.
Analisis Mengenai Mekanisme Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Latsari, Mojowarno, Jombang.
Mekanisme pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari menggunakan sistem upah menurut hasil panen. Besar kecilnya upah yang didapatkan buruh panen ditentukan berdasarkan hasil panen yang diperoleh petani. Dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:
أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).[footnoteRef:112] [112:  Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Maktabah Syamilah)..., 511.] 


Seperti yang telah dijelaskan hadis tersebut menjelaskan bahwa penyewa jasa diharuskan memberi upah kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering. Ketetapan tersebut ditujukan untuk menghilangkan keraguan seorang buruh bahwa upah akan dibayarkan setelah selesainya suatu pekerjaan. Dalam praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari bahwa upah para buruh akan diberikan secara langsung setelah pekerjaan yang mereka lakukan selesai. Seperti yang telah dijelaskan Bapak Suheri, “ya langsung, setelah selesai tadi, ditempat terjadi, ditempat blower (perontok)”.[footnoteRef:113] [113:  Wawancara dengan Suheri, tanggal 22 Desember 2019.] 

Dalam teori ijarah dijelaskan bahwa ujrah, uang sewa atau upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.[footnoteRef:114] Artinya para pihak harus mengetahui jumlah upah yang akan didapatkan buruh panen sebelum pekerjaan dilakukan. Dengan adanya penetapan upah di awal transaksi, maka pekerja dapat melakukan tawar menawar mengenai upahnya. Sebab Islam menjelaskan bahwa seorang buruh berhak dalam menetapkan upah yang akan didapatnya. Jika sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari dianalisis menggunakan teori tersebut, maka sudah pasti praktik tersebut tidak sesuai dengan syarat pengupahan dalam akad ijarah. Dapat dilihat dari waktu penetapan upah yang dilakukan masyarakat Desa Latsari. Di mana petani tidak menetapkan jumlah upah pada saat akad, maka dari itu, dapat dipastikan bahwa syarat upah dalam akad ijarah tidak terpenuhi. Praktik tersebut tidak sesuai dengan hadis Riwayat ‘Abd. Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda:[footnoteRef:115] [114:  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 117-118.]  [115: Syibat, Musnaf Bin Abi Syibat (Maktabah Syamilah)..., 366.] 

مَنِ اسْتَأْ جَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجٍرَهُ
“barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya”.

Prinsip pengupahan dalam Islam pastinya tidak terlepas dari prinsip dasar dalam kegiatan muamalah secara umum, terutama prinsip keadilan (al-‘adl) dan prinsip moralitas (al-akhlak).[footnoteRef:116] Adil dalam pengupahan yaitu tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan kepentingannya sendiri, yaitu penyewa jasa memberi upah kepada pekerja sesuai dengan jumlah yang semestinya mereka dapatkan. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa jumlah upah yang diberikan kepada buruh panen padi bergantung pada banyaknya hasil panen yang didapatkan petani. Otomatis untuk mengetahui jumlah upah yang diberikan kepada buruh, maka para pihak harus menimbang hasil panen terlebih dahulu.  [116:  Armansyah Waliam, Upah Berkeadilan ditinjau..., 267-273.] 

Diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Latsari sering menerapkan sistem perhitungan dengan cara mengambil sampel dalam penimbangan padi, di mana hal ini akan menyebabkan ketidakjelasan (gharar) mengenai upah yang akan didapatkan buruh panen padi, serta menimbulkan salah satu pihak merasa terdhalimi.
Menurut ahli fiqh, pengertian gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al-aqibah).[footnoteRef:117] Gharar akan terjadi jika seseorang mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti.[footnoteRef:118] Dengan menggunakan sistem perhitungan sampel sama saja masyarakat mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti, yang seharusnya mereka menimbang keseluruhan hasil panen dengan benar dan adil. Pastinya menimbang hasil panen menggunakan sistem pengambilan sampel hasilnya tidak sama dengan menimbang keseluruhan karung (semestinya). Dan kemungkinan hasil panen yang ditimbang dengan cara semestinya lebih banyak dibandingkan dengan hasil panen yang ditimbang dengan sistem pengambilan sampel, atau sebaliknya. Jika hasil panen tidak ditimbang dengan cara yang semestinya (maklum), maka hasilnya tidak diketahui dengan semestinya pula. Padahal telah diketahui bahwa banyaknya hasil panen adalah sebagai penentu jumlah upah yang akan didapatkan buruh. Menurut penulis sistem perhitungan hasil panen seperti ini akan menyebabkan salah satu pihak dirugikan, dari pihak petani ataupun buruh panen. Dijelaskan dalam al-qur’an surah Al-Isra’ ayat 35 yang berbunyi:[footnoteRef:119] [117: Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar..., 77.]  [118: Mardani, Fiqih Ekonomi..., 29.]  [119:  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 285.] 

\وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌوَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا
“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”.

penjelasan ayat di atas bahwa menyempurnakan timbangan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah, yaitu memberikan hak kepada pemiliknya tanpa mengurangi haknya, hal itu lebih baik akibatnya bagi para pihak. Hal ini dikarenakan penyempurnaan takaran atau timbangan melahirkan rasa aman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Sehingga terjalin hubungan yang harmonis tanpa adanya keraguan dan rasa tidak aman.  Dengan demikian ayat tersebut menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menimbang pada saat melakukan transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dijelaskan pula dalam surah Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:[footnoteRef:120] [120:  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 531.] 

وَاَقِيْمُو االْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ
“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Ayat di atas berisi tentang anjuran bagi semua umat manusia untuk adil dalam menimbang, dikatakan adil apabila seseorang memberikan hak yang semestinya orang lain dapatkan, tanpa harus mengurangi haknya. Dalam hal ini terlihat jelas praktik penimbangan hasil panen dengan menerapkan sistem perhitungan sampel tidak sesuai dengan ayat tersebut, di mana dalam penimbangan tersebut prinsip keadilan dalam timbangan tidak terpenuhi. 
Jika masyarakat Desa Latsari menerapkan sistem perhitungan sampel dalam penimbangan hasil panen, maka sama saja mereka mengurangi hak yang semestinya dimiliki orang lain, serta dapat pula mengurangi hak milikinya sendiri, yang mengakibatkan ketidakadilan terhadap upah yang akan didapatkan buruh panen padi. Praktik tersebut jelas dilarang oleh agama, karena jika praktik tersebut dilakukan, maka akan merugikan salah satu pihak.
Gharar berat adalah gharar yang dapat dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. standar gharar ini dikembalikan kepada ‘urf (adat/tradisi).[footnoteRef:121] Menurut penulis, Penimbangan gabah menggunakan sistem pengambilan sampel dikategorikan gharar berat, karena penimbangan gabah menggunakan sampel tersebut dapat dihindarkan dengan cara menimbang dengan cara semestinya (menimbang seluruh karung), serta penimbangan dengan cara tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak. Contohnya salah satu pihak merasa dirugikan (kurangnya upah yang didapatkan atau lebihnya jumlah uang yang dikeluarkan). Dijelaskan dalam hadis riwayat muslim yang berbunyi: [footnoteRef:122] [121:  Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar..., 82-83.]  [122:  Muslim, Shahih Muslim (Maktabah Syamilah)..., 1153.] 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)
“Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashoh (lempar batu) dan jual beli dengan gharar (ketidakjelasan)”.

Secara tidak langsung hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah telah melarang umat manusia melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Dalam hal ini praktik penimbangan hasil panen dengan sistem perhitungan sampel di anggap tidak sesuai dengan syariat Islam, karena praktik tersebut terlihat jelas mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Dikatakan gharar (tidak jelas) karena penimbangan dengan sistem seperti itu belum tentu hasilnya sama dengan penimbangan yang semestinya. Adanya kemungkinan hasil panen yang ditimbang dengan menggunakan sistem perhitungan sampel lebih sedikit dari pada menggunakan cara dengan semestinya, sehingga akan merugikan salah satu pihak dan mengundang adanya permusuhan diantara mereka. Serta, dalam praktik tersebut terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal dalam Islam dijelaskan bahwa Allah melarang seseorang memakan harta orang lain dengan cara batil. Karena hal itu akan merugikan orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:[footnoteRef:123] [123:  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya...,587.] 

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿ا﴾ الَّذِيْنَ اِذَااكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿۲﴾ وَاِذَاكَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿٣﴾
“Kecelakaan bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi”.
Ayat di atas menjelaskan Allah melarang seseorang berbuat curang dalam timabangan dan takaran. Seperti meminta tambahan jika timbangan dari orang lain atau bisa dengan mengurangi jika memberikan timbangan kepada orang lain. Dilihat dari kata “kecelakaan” dapat diartikan bahwa Allah akan memberikan kerugian dan kebinasaan bagi orang-orang yang melakukan kecurangan itu.
Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang harus disesuaikan dengan usaha (ikhtiya<r).[footnoteRef:124] Dalam praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari, para buruh mendapatkan jumlah upah yang sama dari hasil pekerjaan yang sama dalam proses pemanenan padi, yaitu membabat padi, memikul, pemerontokan, dan penimbangan hasil panen. Diketahui bahwa jumlah upah yang didapatkan buruh panen padi bergantung pada banyaknya hasil panen yang diperoleh petani. Meskipun upah yang diberikan kepada buruh sama rata dari pekerjaan yang sama, namun dalam melakukan penimbangan hasil panen, masyarakat Desa Latsari menggunakan sistem perhitungan sampel. Contoh, petani mendapatkan 100 karung gabah, kemudian dihitung dengan sistem pengambilan sampel. Yakni 3 karung masing-masing ditimbang, karung pertama 50 kg, karung ke dua 52 kg, karung ke tiga 60 kg, setelah itu diambil rata-rata (50 + 52 + 60 = 162 : 3 = 54 kg), kemudian hasil rata-rata dikalikan 100 karung (54 kg x 100 = 5.400 kg). jadi hasil panen dianggap 5.400 kg. Untuk mengetahui jumlah upah yang harus dibayar petani maka hasil panen dikalikan dengan harga upah per kilo padi (5.400 kg x 550 = 2.970.000 rupiah). Setelah itu, upah tersebut dibagi rata kepada seluruh buruh panen padi. Hal ini membuktikan bahwa penimbangan hasil panen dengan menggunakan pengambilan sampel sangat berpengaruh terhadap jumlah upah buruh panen padi. [124:  Armansyah Waliam, Upah Berkeadilan..., 267-273.] 

Meskipun para pihak menjalankan praktik tersebut dengan kesepakatan, namun mereka belum mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka didapatkan. Bisa jadi hasil yang didapatkan jauh dari perkiraan yang diharapkan, sehingga muncul perasaan terdhalimi dan dirugikan bagi para pihak, di mana salah satu pihak tidak mendapatkan hak yang semestinya ia dapatkan. Dengan menerapkan praktik pengupahan yang seperti itu, akan menyebabkan kemungkinan adanya  perselisihan antara kedua belah pihak di akhir transaksi.
Melihat analisis di atas disimpulkan bahwa praktik pengupahan buruh panen padi dengan menerapkan sistem perhitungan sampel dikatakan tidak sesuai dengan teori dalam fiqh muamalah. Karena praktik tersebut tidak sesuai dengan syarat upah dalam akad ijarah bahwa “ujrah, uang sewa atau upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak”. Dimana para pihak yang melakukan transaksi tersebut tidak menyebutkan jumlah upah per kwintal yang akan diberikan kepada buruh panen padi. Serta, dalam praktik penimbangan hasil panen yang dilakukan masyarakat Latsari mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), sehingga dapat menyebabkan tidak adilnya upah yang diberikan kepada buruh dan membuat salah satu pihak dirugikan.
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BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dijelaskan dalam bab IV, dapat disimpulkan bahwa:
Praktik pengupahan di Desa Latsari dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Di mana besarnya upah buruh panen padi ditentukan berdasarkan banyaknya hasil panen. Sehingga untuk mengetahui jumlah upah yang diterima buruh, maka para pihak harus mengetahui jumlah hasil panen terlebih dahulu, yakni dengan melakukan penimbangan. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat Desa Latsari menggunakan sistem perhitungan sampel dalam penimbangan hasil panen, dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan.
Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari tidak sah karena tidak sesuai dengan salah satu syarat sah ijarah, yaitu dalam syarat sahnya upah “ujrah, uang sewa atau upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak”, di mana para pihak tidak menyebutkan jumlah upah pada awal transaksi. Serta sistem penimbangan hasil panen yang digunakan mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yang menyebabkan tidak adilnya upah yang akan diberikan kepada buruh panen padi.
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Saran 
Setelah peneliti melakukan penelitian dan analisis mengenai praktik pengupahan buruh panen padi dengan sistem perhitungan skala hasil maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:
Bagi Masyarakat Desa Latsari.
Sebaiknya dalam hal penimbangan, para pihak menggunakan cara yang semestinya (maklum), yaitu dengan menimbang keseluruhan karung. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Serta lebih baik para pihak menyebutkan jumlah upah pada saat melangsungkan akad, sehingga para buruh tidak merasa terdhalimi. 
Bagi peneliti yang akan datang
Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema tentang pengupahan buruh panen padi, hendaknya mengkaji praktik tersebut lebih mendalam, serta dapat mengkaji praktik tersebut dari teori yang lain, seperti teori maslahah, ‘urf (tradisi) dan lain sebagainya.
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Wawancara dengan Rudi Selaku Buruh Panen Padi, tanggal 15 Desember 2019.
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PEDOMAN WAWANCARA

Siapa nama bapak/ibu narasumber?
Bagaimana praktik pemanenan padi di Desa Latsari?
Apa sistem yang digunakan masyarakat Desa Latsari dalam pemanenan padi?
Apa saja yang harus dikerjakan oleh buruh dan bagaimana proses kinerjanya?
Berapa banyak tenaga kerja yang diambil?
Bagaimana sistem pengupahan buruh panen padi yang ada di Desa Latsari?
Besarnya upah ditentukan berdasarkan apa?
Upah yang diberikan berbentuk?
Kapan upah diberikan kepada buruh panen padi?
Bagaimana proses penimbangan gabah?
Bagaimana respon tenaga kerja terhadap sistem peimbangan gabah yang menggunakan cara perhitungan sampel?
[bookmark: _GoBack]Alasan-alasan memberlakukan perhitungan sampel?
Apakah para pihak sepakat terhadap penimbangan hasil panen yang menerapkan sistem perhitungan sampel?
Bagaimana respon tenaga kerja terhadap sistem pengupahan yang ada?
Bagaimana cara masyarakat menghitung upah yang akan diberikan kepada buruh panen padi?
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri
Nama				: Dwi Anggita Wulandari
Tempat, Tanggal Lahir	: Jombang, 20 Mei 1998
Agama				: Islam
Nim				: 160711100049
Alama	:Jambangan, Latsari, Mojowarno, Jombang
Nama Ayah			: Catur Budianto
Nama Ibu			: Sueni
Nomor Telepon		: 085606008226
Email 				: dwianggita46@gmail.com
Riwayat Pendidikan
Pendidikan Formal
Tingkat TK	: TK Alwathaniyah Mojowanyar, Tahun 2004.
Tingkat SD/MI	: MI Ibtidaiyah Al-Wathaniyah Mojowanyar, Tahun 2010
Tingkat SMP	: MTs Negeri 11 Jombang, Tahun 2013
Tingkat SMA	: SMA Negeri Bareng, Tahun 2016
Pendidikan Non Formal
TPQ An-Nur
TPQ Al- Amin
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Srianah
Tempat Tinggal : Latsari
Pekerjaan : Petani

Wakt wawancara ;13,30 Wib
Tempat wawancara  : Rumah Kediamannya

Telah di wawancarai oleh saudari Dwi Anggita Wulandari Prodi Hukum
Bisnis Syariah angkatan tahun 2016 untuk keperluan skripsi yang berjudul
“Tinjauan Fqih Muamalah terhadap Pengupahan Buruh Panen Padi dengan Sistem
Perhitungan Skala Hasil” (Studi Kasus di Desa Latsari, Kec. Mojowarno, Kab.
Jombang). .

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti Responden

. 160711100049





